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SALINAN 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR 14 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 28 
TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pegawai Negeri 
Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas di 
Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu untuk memberikan 
tambahan penghasilan; 

b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Bupati 
dan beban kerja Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas di 
Kabupaten Kotawaringin Barat dan sebagai upaya mendukung 
peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai 
Negeri Sipil pada Puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Barat 
sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 
28 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada 
Puskemas di Kabupaten Kotawaringin Barat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin 
Barat Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan 
Pegawai Negeri Sipil pada Puskemas di Kabupaten 
Kotawaringin Barat; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 
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12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang 
Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat 
Terpencil, Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak 
Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 153); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang 
Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 
1676); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 547); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahunnn 2020 Nomor 1781); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Tahun 2019, Nomor 1); 

20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 98); 

21. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 28 Tahun 2018 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada 
Puskemas di Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 28); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NO MOR 28 
TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 
NEGERI SIPIL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN 
KOTAWARINGIN BARAT. 

Pasal I 

Mengubah Lampiran Huruf c Peraturan Bupati Kotawaringin 
Barat Nomor 28 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri 
Sipil pada Puskemas di Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 28), 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian tidal( terpisahkan dari Peraturan Bupati mi. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 
2022. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 25 Maret 2022 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

ttd. 

NURHIDAYAH 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 25 Maret 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

ttd. 

SUYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 14 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

/ 
BAMBANG WAHYUSUF, SH 
NIP. 19760904 200501 1 010 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR 14 TAHUN 2022 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 28 TAHUN 2018 
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 
NEGERI SIPIL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN 
KOTAWARINGIN BARAT. 

C. JABATAN MANAJBRIAL 

1 Kepala Puskesmas 1.200.000 

2 Wakil Manajemen Mutu 440.000 

3 Kepala Tata Usaha 330.000 

4 
Penanggung Jawab UKM, UKP, dan 
Jejaring 

220.000 

5 
Bendahara Pembantu (Penerimaan, 
Pengeluaran, JKN) dan Pengurus Barang 
Pembantu 

100.000 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

ttd 

NURHIDAYAH 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

BAMBANG W/HYUSUF, SH 
NIP. 19760904 200501 1 010 
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